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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Simpulan 

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan di bab-bab 

sebelumnya, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut: 

4.1.1 Kebijakan Pemerintah dengan memberlakuan 

pemutusan akses pengguna media sosial atas 

efektifitas penyebaran berita hoaks tidak sesuai 

dengan prinsip keterbukaan informasi publik. 

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi 

Pasal 3 angka 1 Setiap informasi publik bersifat 

terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna 

informasi publik yang mengakibatkan masyarakat 

sebagai pihak yang berhak atas layanan informasi 

merasa dirugikan atas kebijakan pemerintah sebagai 

penyelenggara layanan tidak dapat memenuhi 

kewajibanya menjalankan prinsip keterbukaan 

informasi publik. 

 

4.1.2 Kebebasan atas informasi publik diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

keterbukaan informasi publik hasil dari penjabaran 
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Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia 1945 dengan prinsip keterbukaan 

informasi, penyelenggara Negara sebagai penyedia 

informasi dalam mengambil suatu kebijakan 

memberlakuan pembatasan akses media sosial 

dengan kata lain tidak dapat memenuhi kewajibanya 

menyediakan informasi perlu adanya 

tanggungjawab, yaitu mampu untuk menjelasakan 

kepada pengguna layanan bahwasanya kebijakan 

pemutusan akses ini menyangkut kepentingan 

umum yang lebih besar sehingga negara tidak 

berhak untuk melaksanakan kewajibanya dengan 

memberikan akses layanan informasi publik 

terhadap masyarakat atas dasar kondisifitas dan 

keamanan negara. 

4.2 Saran  

Berdasarkan simpulan di atas, maka saran yang dapat 

diberikan adalah: 

4.2.1 Terjadi ketidaksesuaian atau inkonsistensi prinsip 

antara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) 

dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang 

memuat aturan yang berkenaan keterbukaan 

informasi publik. Seharusnya dilakukannya suatu 
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harmonisasi atau sinkronisasi subtansi antara satu 

regulasi dengan regulasi yang lain, sehingga dalam 

suatu kebijakan yang diambil oleh penyelenggara 

Negara tidak bertentangan dengan aturan yang lain 

dan kebijakan yang dihasilkan mampu memberikan 

suatu layanan yang baik dengan tetap 

memperhatikan asas kepentingan umum. 

 

4.2.2 Kebijakan dengan memutus akses media sosial oleh 

penyelenggara Negara dimuat dalam Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik (ITE) yang 

memungkinkan bagi pemerintah memberlakukan 

pemutusan akses bagi pengguna apabila didapati 

upaya berbahaya dengan muatan provokatif, hoaks 

yang memungkinkan dapat mengancam kondusifitas 

Negara. Berkenaan dengan semua hal itu sampai 

dengan saat ini tidak diatur secara jelas bagaimana 

mekanisme dalam memberlakukan pembatasan ini 

sehingga sangat minim sekali masyarakat dapat 

memperjuangkan haknya untuk tetap mendapatkan 

layanan informasi publik sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (KIP). 
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